BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan pokok permasalahan yang fokus menjadi pembahasan, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Pandangan mazhab syafi’i tentang kriteria saksi perceraian Jika seseorang
hendak menjadi saksi harus memenuhi lima syarat yaitu beraga Islam, baligh,
berakal, merdeka, dan adil. jika seorang tersebut tidak memenuhi semua syarat
tersebut maka tidak bisa orang tersebut menjadi saksi. dalam syarat adil diatas
sangat sulit untuk dibuktikan. dijaman sekarang ini orang yang memenuhi
syarat menjadi adil sangat minim maka syarat adil dalam saksi sangat tidak
mungkin digunakan untuk sekarang ini karena sangat sulit untuk membuktikan
seseorang tersebut sudah adil.

2. praktik kesaksian perceraian di pengadilan agama Bojonegoro untuk Menjadi
saksi di pengadilan agama Bojonegoro harus memenuhi syarat diantaranya
adalah: sebagaimana ketentuan dalam pasal 147 HIR (sebelum memberi
keterangan saksi harus disumpah ) pasal 1911 KUH perdata (saksi harus
disumpah ) pasal 1 angka 26 KUHP,orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara
pidana adalah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri. 170 HIR

(keterangan saksi-saksi harus bersesuaian). Sedangkan yang tidak dapat

85



86

didengar sebagai saksi adalah orang-orang sebagaimana disebutkan dalam
pasal 145 HIR. keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak
menurut Kketurunan yang lurus (untuk saksi keluarga dalam sidang
perceraian ,ada aturan khusus dalam pasal 76 undang-undang nomor 7 tahun
1989 jo pasal 22 PP nomor 9 tahun 1975 ); istri atau suami dari salah satu
pihak , meskipun sudah ada perceraian; anak-anak yang umumnya tidak dapat
diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas ) tahun;. orang gila,
meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang."

3. persamaan dan perbedaan antara pandangan mazhab syafi’i dan praktik di
pengadilan agama Bojonegoro Dalam hukum fikih mazhab syafi’i diatur
tentang kriteria saksi yang bisa diajukan di persidangan, jika syarat-syarat
tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa seorang tersebut menjadi saksi di
persidangan. Kriteria-kriteria atau syarat bagi saksi yang bisa diajukan dalam
persidangan ialah harus Beragama Islam syarat tersebut tidak ada dalam hukum
positif karena didalam hukum positif tidak ada syarat bahwa saksi harus
beragama Islam. Syarat yang sama dengan hukum positif ialah harus baligh dan
berakal untuk syarat merdeka itu tidak ada dalam hukum positif tetapi pada
dasar nya sama karena di Indonesia tidak ada perbudakan maka tidak
disyaratakan merdeka dan untuk syarat adil dalam mazhab syafi’i ini sangat

tidak mungkin digunakan karena dijaman sekarang ini sangat minim orang

! Dra.Hj.Ummu Laila,M.H.l.,Wawancara Hakim PA Bojonegoro,23 juli 2021,di PA
Bojonegoro.



87

yang memenuhi syarat agar adil. Kriteria saksi dalam pandangan mazhab syafi’i
dan praktik di pengadilan agama Bojonegoro terdapat perbedaan dan juga
kesamaan tentang kriteria saksi. yaitu dalam pandangan mazhab syafi’i saksi
harus beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. tetapi dalam hukum
positif KUHPerdata tidak harus saksi beragama Islam. Tetapi untuk syarat
harus baligh syarat tersebut sama dengan hukum positif, juga mensyaratkan
saksi harus berumur 15 tahun atau harus dewasa. Syarat berakal dalam mazhab
syafi’i juga sama dengan hukum positif sama-sama saksi tersebut tidak boleh
hilang akal nya saksi tersebut harus berakal. Sebetul nya saksi harus merdeka
itu juga sama dengan hukum positif. Bedanya di Indonesia tidak ada
perbudakan maka tidak disyaratkan saksi harus merdeka. dan untuk syart saksi
harus adil dalam pandangan mazhab syafi’i itu tidak ada dalam hukum positif
karena dijaman sekarang ini sangat sulit untuk menjadi adil.

B. SARAN
Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan saran-
saran:

1. Untuk bisa memahami betul, bahwa hukum positif dan pandangan mazhab
syafi’i tidak serta merta mempunyai peraturan yang sama, ada perbedaan dan
ada juga persamaan. Maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia, harus

cermat dalam memahami peraturan yang berlaku di negara kita.

2. Bagi mahasiswa terutama pada jurusan hukum keluarga Islam, untuk lebih

teliti dalam melihat fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan dengan melihat
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peraturan hukum positif yang belaku di Indonesia. Jangan hanya memahami

teori saja, akan tetapi juga harus mengetahui praktik yang terjadi di lapanga.
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